
BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR, 47 TAIilVN 2016

TENTAITG

I{EDUDUKAII, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA

DINI\S IIELAUTAI{ DAI{ PERII(AI{AII

DENGAN RAIIMAT TTTHAI{ YANG MAIIA ESA

BT'PATI BOALEUO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan datam pasal 3

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi

kerja perarrgkat daerah ditetapkan dengan

Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d m

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupa

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi

I(erja Dinas Kelautan dan Perikanan;

b.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari

Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara publi

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Boaiemo (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 388e)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomo

10 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Atas IJndan U

tentan

Daerah

an ta
tura

ten

ten

Ne,

bu

2.

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Boalemo (Lembaran Negara Republik I nesla



Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 258,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a060);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Perangkat Daerah (L,embaran Negara Republik I

Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten

302).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AI\I,

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KEzu.

I(ELAUTAT{ DAl{ PERII(AI{AN

3.

4.

6.

BAB I
K TENTUAN TIMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan .

. urusan peme

Ralcyat Daerah

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

Negara

ntang

Negara

bahan

tang

baran

mana

Tahun

n 2O15

epublik

tentang

Negara

tentang

DINAS

ntahan

enurLl



luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen:

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boale

Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Di

Dinas Kelalrtan dan Perikanan Kabupaten Boalemo.

Kepala adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Boalemo.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

, Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin, oleh Kepala Dinas yang berkedudukan diba
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sueunan Organisaei

Pasal 3

(U Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaiat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

2. Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Kepegawaian.

c. Bidang Bidang Perikanan Tangkap

1. Seksi Sarana dan Frasarana Perikanan Tangkap

2. SeksirKenelayanan

3. SeksirUsaha Perikanan Tangkap

d. Bidang Perikanan Budidaya



1. Seksfl Sarana dan PrasararLa Perikanan Budidaya

2. Seksi Perbenihan

3. Seksi Llsaha Perikanan Budidaya

Bidang Eina Mutu

1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan

2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan

3. Seksi Perizinan dan Retribusi

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Balai Pelayanan Perikanan (BPP) Tilamuta

(2)

(3)

Bidang dan Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bi

Sekretaris yang berada dan bertanggunglawab kepada Kepala Din

Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Ke

Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bi

Sekretaris Dinas.

(41 Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Bupati ini.

Baglan Ketiga
I

, 
*t"

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang kela

perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta po

karakteristik yang dimiliki.

Bagian Keempat

I-ungsi

Pasal 5

Dalam melaksaniakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi

oasal
-t

kebij

dibidang kelaut-an dan perikanan;

b. Penyiapan bahan pen1rusunan rencana dan progriim

pengembangan budidaya perikanan, pengembangarl perikanan

dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

c. Penyiapan bahan bimbingan dan PengendaJian teknis terhadap

UPTD dalam lingkup tugas dinas;

f.

ob

S.

, Dina

tekni

I



d.

e.

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpu

pengelolaan informasi data kelautan dan perikanan serta m

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dan fungsinya.

BAB III
PENJABARAT{ TUGAS DAIY I.UNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan Kewenangan

dalam urusan Kelautan dan Perikanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis, lingkup perenc€rnaan

administrasi di bidang kelautan dan perikanan secara t

sasaran pelaksanaan sesuai harapan.

b. Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lin

berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan efisien dan efe

c. Membina dan mengarahkan unit pelaksana tekhnis

pedoman agar terciptanya keterpaduan prograrn;

Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan

agar tertibnya administrasi perkantoran ;

Menindaklanjuti program/kegiatan Administrasi kelau

perikanan secara teknis dalam lingkup kewenangan agar

kesinam.bungan program;

Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan

kerja agar diperoleh data perkembangan dan pertumbuhan

kelautan dan perikanan;

g. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam

dokumen sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pe

kegiatan;

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan p

baik lisan maupun tertulis;

d.

e.

nd
beri

sektor

rif;

bentu

pina



Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan admin

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua

lingkungan Dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Merencanakan operasional program/kegiatan dan

forum diskusi unit untuk rnemperoleh daftar program;

b. Membagi tugas program/kegiatan melalui unit kerja

berdasarkan tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja;

c. Memberi rpetunjuk pelaksanaan program/kegiatan be

pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Mengatur pt:rsonil dan peiata usahaan barang dan ja

ketentuan yang ada, agar terciptanya suasana kerja yang baik;

e.Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegia

langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisa

dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan;

f. Menghimpun dan melaporkan kegiatan bidang/unit

yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

lisan maupun tulisan;

Kepal,a Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempun

melaksanakan urusan umum dan melaksanakan

pertanggung jawaban anggaran keuangan Dinas, menghim

rnencatat data pendapatan dan belanja keuangan berdasarkan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku m

laporan dan menyiapkan naskah yang berkenaan dengan bi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (

sub bagian umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pel

Sub Bagian Umum dan Keuangan;

(2) )ke

tif
ut

yat

sur d
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d.

b. Bertanggung jawab terhadap pendistribusian dan

keiuar masuk;

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, pen

urusan perjalanan dinas dan kehumasan;

MelaksBnakan urusan rumah tangga, keamanan dan ke

kantor,, penyiapan penyelenggaraan rapat dinas;

Merencan akan kebutuhan barang;

Menyelia terhadap pengadaan, pcnggunaan dan peme

barang inventaris daerah;

Melakukan penataan dan pengelolaan barang inventaris d

Men5rusun a.nggaran dalam RKA dan DPA SKPD

rencana kerja dan plafond anggaran;

i. Men5rusun laporan keuangan tahunan yang terdiri 'Ja

laporan realisasi anggaran Neraca;

j. Menyusun kelengkapan administrasi keuangan;

k. Men5rusun Rencana Operasional Kerja (ROK), Rr:ncana

Pengadaan Barang (RUPB) SKPD;

1. Membuat konsep permintaan SPD;

m. Meneliti kebenaran pembebanan anggaran sesuai keten

berlaku;

n. Mengawasi pelaksanaan anggaran belanja langsung dan

tidak langsung;

Menatausahakan SPD, hutang piutang dan aset daerah;

Menyiapkan data permintaan perge seran anggaran;

Menlrusun laporan realisasi anggaran triwulan dan tahunan;

Melakukan konfirmasi data keuangan dengan

pengeluaran;
ls. Mengkoordinir dan mengawasi bendahara pengel

menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan:

1. Penerirnaan dokumen tagihan pembayaran dari

kegiatan atau pihak ketiga;

2. Verifikasi kelengkapan tagihan pembayaran,

kebenaran penulisan dan kesesuaian dengan perjanjian

3. Pembuatan bukti pembayaran dan kelengkapannya;

4. Perhitungan pajak;

5. Penelitian dan penyiapan dokumen pajak;
.

6. Penetapan besarnya beban pembayaran;

e.

f.

ob'

h.

o.

p.

q.

r.

daan

rs1
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Um
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(1)

7. Pembuatan surat pertanggung jawaban sebagai lam

beban tetap dan uang persediaan;

8. Pelaksanaan penatausahaan SPM;

9. Pembuatan laporan bulanan dan triwulan dan semester;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan prograrnlkegiatan,

rencana yang telah ditetapkan, agar dapat diukur hasilnya;

u. Melapokan hasil pelaksanaan tugas secara kontin5ru

Sekretaris Dinas;

v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Sub Bagian Pen5ruaunan Progran dan Kepegawaian

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian

tugas men)-usun rencana kerja dan anggaran, meneliti dan

pergeseran anggaran Dinas berdasarkan pedoman dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, men1rusun

menyiapkan naskah yang berkenaan dengan bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (

sub bagian penyusunan program dan kepegawaian menyele

fungsi :

a. Men5rusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan

operasional kegiatan masing-rnasing bidang dan sub bag:an;

b. Menyusun rencana strategis Dinas, rencana kerja, LAKI

rencana Aksi, realisasi Keuangan secara berkala;

c. Menghimpun data dan men5rusun perencanaan program

Dinas;

Menghimpun dan mengevaluasi kegiatan dalam

laporan triwulan dan tahunarl program kerja;

Melakukan koordinasi dengan sub bidang

dilingkungan Dinas dan instansi terkait dalam

program Dinas;

Men5rusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

Menghimpun dan mendokumentasikan SKP, P2KP, KP4

Pegawai di lingkungan Dinas;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dili

Dinas yang meliputi data nominatif pegawai, pe

(2)

d.

e.

f.

ctb'

h.

kenaikan pangkat, men5rusun daftar jaga pensiun, gaj

rangka pen

dan sub

rangka pe

kepad

tasan.

puny

pro
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(1)

berkala, surat izin, surat cuti, daftar hadir,

pegawai dan pelaporan kinerja pegawai;

melapokan hasil pelaksanaan tugas secara

Sekretaris Dinas;

j. Melaks,anakan tugas kedinasan lainnya yang diberikrrn oleh

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 1O

Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai tugas membantu

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terkait dengan

Prasarana Perikanan Tangkap, Kenelayanan, dan Usaha

Tangkap serta Pengembangan Produksi dan Pengembangan

Ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

a. MenSrusun perencanaan program/kegiatan perikanan

b. Melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan,

terhadap pengembangan sarana dan prasaranan perikanan

kenelayanan dan usaha perikanan tangkap serta pe

produksi dan pengembangan penangkapan Ikan yang

lingkungan dan berkelanjutan. ;

c. Mengkoordinasikan perllmusan dan pelaksanaan kebij

perikanan tangkap;

d. MengkoorCinasikan pelaksanaan pengumpulan, pe

penyajian data statistik perikanan tangkap;

e. Mengkoordinasikan peiaksanaan kegiatan perikanErn tangka

UPTD terkait;

f. Menelaah dalam menyiapkan perijinan dibidang

perikanan tangkap;

g. Memberikan bahan pertimbangan/telaahan kepada

tentang Kebijakan Perikanan Tangkap;

h. Menyiapkan bahan kajian kepada Kepala Dinas

regulasi berbagai peraturan dan perundangan

tangkap baik sektoral maupun lintas sektor;

di bidang

rekapitulasi

kontiny'u

disipli

kepad

tasan.

rikan

gkap

banga

rama

den

Dina

terkait sin ron



i. Melaksanakan pembinaan teknis dan memfasilitasi

teknologi penangkapan ikan dalam peningkatan produksi

Tangkap;

Menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administ

keuangan di bidang perikanan tangkap;

Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingl1up

Perikanan Tangkap;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pasal 11

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempu

menyiapkan bahan perurmusan kebijakan dan melaksanakan

teknis penyel:nggaraan kegiatan pada Sarana dan Prasarana

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan

a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sel<si Sar

Prasarana Perikanan Tangkap;

b. Melaksanakan pembangunan sarana perikanan tangkap;

c. Melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan ban

penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;

d. Melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal peri

penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan ka

e. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan

f. Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran

perikanan tlangkap;

g. Melaksanakan pen5rusunan bahan analisis dan evaluasi studi

dan studi teknis pembangunan tempat pelelangan ikan;

h. Melaksanakan pengumpulan data/informasi serta inve

pembangunan tempat pelelangan ikan;

i. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan

pelelangan ikarr;
j. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan

Prasarana Ferikanan Tangkap;

k. Menyiapkan bahan dan data, men)rusun dan menyarnpaikan

j.

k.

pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

tempat

Bidan



1. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di

dan Prasarana Perikanan Tangkap;

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan

Perikanan Tangkap.

Seksi Kenelayauan

Pasal 12

(1) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan

kebijakan, petraksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyele

kegiatan pada Kenelayanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Kenelayanan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Kene

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, pela

pendampingan / pen5ruluhan kegiatan Kenelayanan;

Menyiapkan bahan dan men5rusun data base nelayan;

Melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan ;

Melaksanakan peningkatan kelembagaan usaha nelayan ;

Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan

Kenelayanan;

I\delaksanakan monitori ng dan evaluasi ke giatan Kenelayanan ;

Menyiapkan data, men1rusun dan menyalnpaikan laporan pela

tugas Seksi Kenelayanan;

1. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di iingku

Kenelayanan;

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Perikanan Tangkap.

Seksi Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 13

(1) Seksi Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas

perumusan kebijakarr, pelaksanaan dan pemberian bimbin

penyelenggaraan kegiatan pada Usaha Perikanan Tangkap.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Usaha Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

a. Mengelola administrasi dan men5rusun Prograrn ke{a Usaha

Tangkap; :

a.

b.

C.

d.

e.

f.

ob'

h.

lingkup

oleh Kepala Bidan
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b. Memfasilitasi pendanaan dan permodalan usaha nelayan;

c. Pengelolaan dan diversilikasi usaha nelayan;

d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan

usaha perikanan tangkap;

e. melakukan eviiluasi dan monitoring produksi hasil tangka

armada penangkapan ikan dan kegiatan usaha perikanan ta

f. Melakukan pengunlpulan, pengolahan, analisis serta penyaji

statistik perikanan tangkap dan mengkoordinasikan pend

potensi sumberdaya perikanan;

g. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan

pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di perairan

teknologi anjuran dibidang pen

dan perairan umum;

i. terhadap pegawai di lingkup

Perikanan Tangkap;

j. Melaksanakan tugas lainnya yang cliberikan oleh Kepala

Perikanan Tangkap.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Ke

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikar bi

teknis serta meiakukan evaluasi terkait dengan Sarana dan

Perikanan Budidaya, Pengelolaan Sistem Perbenihan dan

Usaha Budidaya dan Kesehatan Ikan, Pengembangan Prod

Pengemb€Lngan Kawasan Budidaya yang ramah lingku

berkelanjutan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud dalam

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

a. Menyusun perencanaan program/kegiatan perikanan budidaya;

b. Melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, Pe

Sistem Perbenihan dan Pakan Ikan, Usaha Budidaya dan

Ikan, Pengembangan Produksi, dan Pengembangan Kau'asan

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

h.

dan laut teritorial;

Melaksanakan sosialisasi

penangkapan ikan di laut

Melaksanakan pembinaan

ikan

Bidan

.yat (1)
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Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan,

penyajian data statistik perikanan budidaya;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan k4ii terap teknologi dibidang

budidaya;

e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemantauan,

penyakit ikan dan lingkungannya;

Melaksanalcan pengembangan sistem informasi (Lahan dan ai

Data Statistik, Aquacard, SSMPI, Cara Budidaya Ikan Yang Baik

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perikanan budiday

UPTD terkait;

Menelaah r dalam menyiapkan perijinan dibidang

perikanan budidaya;

Memberikan bahan pertimbangan/telaahan kepada

tentang Kebijalcan Perikanan Budidaya;

j. Menyiapkan bahan kajian kepada Kepala Dinas terkait si

regulasi berbagai peraturan dan perundangan di bidang

budidaya baik sektoral maupun lintas sektor;

k. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Bidang

l.

Budidaya;

Menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan

di bidang perikanan budidaya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanau Budidaya

Pasal 15

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempun

menyiapkan bahan perLlmusan kebijakan dan melaksanakan bi

teknis penyelenggaraan kegiatan pada Sarana dan Prasarana

Budidaya. ,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Sarala dan Prasarana Perikanan Budidaya menyelenggarakan fi

a. Merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan

sarana perikanan budidaya;

b. Merencanakan dan men)rusun rencana kebutuhan sarana

budidaya; I

c. Merencakqn dan melaksanakan pembinaan teknis penge

sarana peiikanan budidaya;

itorin

Siste

rikan
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rikan
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d. Menyiapkan bahan kajian dalam merumuskan dan

pembangunan prasarana perikanan budidaya;

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap

pembangunan prasarana perikanan budidaya;

f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan

perikanan budidaya;

g. Membuat ,dan men5rusun rencana kegiatan pemanfaatan p

perikanan budidaya;

h. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup

dan Prasarana Perikanan Budidaya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Budidaya.

SekBi Perbenihan

Pasal 16

(1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pe

Sistem Perbenihan dan Pengembangan Pakan lkan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Perbenihan meyelenggarakan fungsi :

a. MenSrusun kebijakan pembangunan perikanan budidaya

perbenihan dan pengembangan teknologi pembuatan pakan

implementatil;

b. Men5rusun bahan perencanaan program/kegiatan dalam pe

sarana dan prasarana perbenihan baik skala besar maupun

c. Men5rusun b,ahan perencanaan program/kegiatan dalam penge

pakan ikan baik pakan buatan maupun pakan aiami;

d. Melaksanakan program/kegiatan perbenihan dan pengem

alternatif di masyarakat sesuai pedoman teknis yang berlaku;

Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi untuk tersele

tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya

pengembErngan perbenihan dan pakan ikan yang berdaya

berkelanjutan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan

yang menangani pembenihan ikan;

g. Menyusun Pedoman Teknis (JUKLAK dan JUKNIS) se

pembinaan teknis dalam peningkatan produksi dan peningka skal

Sek

1) sek

ibid

ibid
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usaha pembenihan ikan dan pembuatan pakan ikan

masyarakat;

h. Melaksanakan pembinaan mutu dan penerapan Standar

Indonesia (SNI) serta mengkoordinasikan penerapan Cara Pe

Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Y

(CPPIB);' :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

dan kegiatan pembenihan ikan/kebun bibit serta

pelaksanaan

peredaran

dimasyarakat;

Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingku
Perbenihan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bidang

Budidaya.

Seksi Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 17

(1) Seksi Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas menye

urusan pengembangan usaha perikanan budidaya dan k
produksi perikanan budidaya dan pelayanan perizinan usaha

budidaya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Usaha Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan rencana program/kegiatan

Perikanan Budidaya;

b. Melaksanakan pembinaan, monitoring

pengembangan usaha perikanan budidaya;

pengembangan

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan

usaha perikanan budidaya;

d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

perikanan ,budidaya

e. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pendampinganl

terhadap kegiatan usaha perikanan budidaya.

Melaksanakan pelayanan perijinan usaha perikanan

Memfasilitasi kelembagaan pembudidaya dalam peningka

perikanan budidaya;

h. Menyusuni rencana pemcultauan kesehatan ikan dan

perikanan ibudidaya;

j.

k.

dan evaluasi

f.

ob'

prod

data

rikana
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1. Melaksanakan pemantauan

obat ikan, kimia dan bahan

Melaksanakan pembinaan

dan monitoring hama penyakit i
biologi (OIKB);

terhadap pegawai di lingkup Se

Perikanan Budidaya;

k, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Budidaya. .

Bagian Kelima

Bidang Bina Mutu
Pasal 18

(1) Bidang Bina Mutu mempunyai tugas membantu Kepala Di

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbi

serta melakukan evaluasi terkait dengan Pengolahan Hasil

Pemasaran Hasil Perikanan serta Perizinan dan Retribusi bidang

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam

Bidang Bina Mutu mempunyai fungsi :

a. Menlrusun perencanaan program/kegiatan Bidang Bina Mutu;

b. Melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan

Perikanan, serta Perizinan dan Retribusi bidang perikanan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengo

penyajian data statistik dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan pemasaran hasil perikanan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perizinan dan

dengan UPTD terkait;

e. Melaksanakan supervisi, pembinaan, bimbingan teknis dan

da-lam peny'elenggaraan pembinaan mutu, usaha dan di

produk, penguatan promosi produk kelautan dan

peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perika

peningkatan keberlanj utan usaha kelautarr dan perikanan ;

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait daiam rangka

investasi usaha dan promosi sektor perikanan dan kelautan;

g. Menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi dan

di Bidang Bina Mutu;

h. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Bi

Mutu;

j.

i. Meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

n (HPI)

ikanan

t (1)
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Seksi Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 19

(1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas menye

pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

Membuat rencana kerja kegiatan Seksi Pengolahan Hasil Peri

Menyiapkan bahan-bahan perencanaan pengembangan dan

mutu, pengawasan mutu pengolahan hasil perikanan dan kelau

Menyiapkan bahan-bahan sarana dan prasarana bina m

pengolahan;

d. Melaksanakan pembinaan mutu, pengawasan mutu, dan di
produk pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pembinaan m

pengawasan mutu, pengolahan hasil perikanan dan keiautan;

f. Melaksanakan pengawasan terhadap Penerapan Program

Mutu Terpadu (PMMT);

g. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi

dan Pengoltahan Hasil Perikanan;

h. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Ke

Bina Mutu.

a.

b.

e.

, Seksi Pemaearan Hasll Perikanau

' Pasat 2O

(1) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas

urusan kelemibagaan usaha perikanan dan pemasaran

kelautan.

menye

hasil peri

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. Men5rusun rencana konsultasi, koordinasi dan pelaksanaan

berbagai kegiatan yang memerlukan kerja sama antar iem

perikanan dan kelautan serta antar instansi pemerintah;

b. Menyiapkan bahan-bahan sarana dan prasarana pe

perikanan;:

Men5rusun r rencana kerja kegiatan pengembangan informasi

hasil perikanan dan kelautan;

Bidan

1) Se
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d. Menyiapkan rancangan, perjanjian kontrak kerja/kesepaka

kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait;
i

e. Menyiapkap bahan Sistem Informasi Pemasaran (SIP) hasil

dan kelautan;

f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan

kelembagaan usaha perikanan dan kelautan;

g. Melakukan pembinaan investasi dan promosi bidang usaha

dan kelarrtflni

h. Melaksanakan pengumpulan data/informasi pemasaran un

dan disebarluaskan kepada masyarakat;

i. Melaksanakan pembinaan kelembagaan terhadap pen

pemasaranr hasil perikanan;

j. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan i

pemasaran: hasil perikanan dan kelautan;

k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk pe

informasi pemasaran hasil perikanan dan kelautan;

L Membuat rencana kegiatan Kelembagaan dan informasi Pasar;

m. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

informasi pemasaran hasil perikanan dan kelautan;

n. Melaksanakan pembinaan staf di lingkup Seksi Pernasa

Perikanan; r

o. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Ke

Bina Mutu.

Seksi Perizinan dan Retribusi

Pasal 21

(1) Seksi Perizinan dan Retribusi mempunyai tugas menye

penzinen dan retribusi hasil perikanan dan kelautan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (

Pertzinan dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :

a. Menelaah dan menyiapkan perizinan bidang pemasar€rn hasil

dan kelautan;

b. Melakukan pembinaan investasi pada lembaga/instansi/

bidang usaha perikanan dan kelautan;

c. Melaksanakan koordinasi pada bidang perikanan tangkap

perikanan budidaya dalam rangka perizinan usaha perikanan

dan usaha perikanan budidaya;



d. Menghimpun data kelembagaan Pembudidaya, nelayan, Pengol

Pemasaran Hasil Perikanan serta memantau perkembangann

e. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Perikanan Kabupaten

f. Mengkoordinir kegiatan pemungutan retribusi dengan UPTD

Kabupaten Boalemo;

g. Menerima dan menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

retribusi hasil perikanan melaui bendahara penerimaan;

h. Melaksanakan kegiatan monitoring dan eve.luasi perizinan dan

hasil perikanan;

Melaksanakan pembinaan staf di lingkup Seksi Perizinan dan R

Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepal

Bina Mutu.

' Bagtan ke Eaam

, Unit Pelaksanaau Teknis Dinas

I Balai Pela5ranaa Perikanan (BPPf Tilamuta

, Pasalzz
(11 Balai Pelayanan Perikanan (BPP) Tilamuta mempunyai tugas

Kepala Dinas datam melaksanakan urusan Bongkar M

Tangkapan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (

Pelayanan Perikanan (BPP) Tilamuta menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan Bongkar Muat Hasil Perikanan;

b. Penyelenggaraan urusan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

c. Penyelenggaraan uru$an ketatausahan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Perikanan

Tilamuta nrembawahi :

a. UrusantBongkar Muat Hasil Perikanan;
I

b. UrusanrTempat Pelelangan Ikan (TPI);

c. Urusani ketatausahatr.

Paragraf 1

r Unrsan Bongker Muat Hasil Perikanan

Pasat 23
I

Urusan Bongkar Muat Hasil Perikanan Mempunyai Tugas :
'l

a. Menyusun pedoman teknis kegiatan Bongkar Muat Hasil

di dalatn pangkalan;

i.

j.

t3)

ban



Melaksanakan pembinaan/pengaturan kegiatan Bongkar

Perikanan di pangkalan pendaratan ikan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Ralai

Perikanan (BPP).

Paragraf 2
i

Unrsan Tempat Pelelangaa lkan (TPI)
' Pasal 24
i

Urusan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai Tugas :

Menyusun Pedoman Teknis penyelenggaraan Tempat Pele

(rPr);

Melaksanakan kegiatan pelelangan ikan;

Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai

Perikanan (BPP).

r Paragraf3

i Uruaao Ketatauaahaan

Pasal 25
i

Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas:

a. Melaksanalan administrasi umum Balai Pelayanan Perikan

b. Menghirnpun ,mengelola dan menyusun program sertr

kegiatan operasional;

c. Melaksanakan urusan perlengkapan, keuangan, rumah

kepegawaian;

d. Menglcqordinasikan penyajian data dan informasi;

e. MelaksAnakan urusan keamanan, ketertiban dan ke

serta lingkungan BPP;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala

Perikanan (BPP).

BAB TV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap prmpinan unit organ

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

b.

c.

a.

b.

C.

d.

(1)

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masi

Balai



maupun atar satuan organisasi dilingkungan

dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah

fungsi masing-masing;

Pemerintah

bawahannya;

(5) Dalam melaksanakan

dibantu oleh satuan

pemberian bimbingan

sesuai dengan

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi ba

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-un

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

serta pentunj uk-pentunj uk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organ

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

tugas, setiap pimpinan satuan o

organisasi dibawahannya dan dalam

kepada bawahan masing-:lasing,

mengadakarl rapat berkala.

i

iI BABV
i

i JABATAN PERANGKAT DAERATI

I Pasel 27

Kepala Dinas merupakan jabatan eselon tlb atau jabatan

pratama. 
i

I

Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa

ad.ministrator.

(3) Kepala bidang merupakan jabatan srukLural eselon IIIb atau

administrator.

(4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi pada dinas merupakan

sruktural eseion IVa atau jabatan pengawels.

BAB VI

I{BTENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

(1)

(21

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

turan

an

gkah

gan;

atau

Sl-l

ke

jaba

jaba



Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 93 PasarS€a

BOALEM O,/

Diundangkan dr ta

pada tanggal EattBq 2016
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